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BAB V  
PENUTUP 
 
Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dan setelah diadakan 
pengolahan serta analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, maka penulis 
dapat memberikan kesimpulan dan saran sebagai berikut: 
A. Kesimpulan 
1. Implikasi Pengaturan Modal Dasar dalam Pendirian Perseroan Terbatas 
Terhadap Tujuan Kepastian Hukum yaitu pengaturan modal dasar PT 
setelah dikeluarkannya PP No. 7 Tahun 2016 yang kemudian digantikan 
oleh PP No.29 tahun 2016 tidak mengedepankan tujuan hukum untuk 
dapat memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum itu adalah tidak 
adanya kejelasan atau ketegasan, dan tidak konsisten dari norma tersebut 
serta adanya keraguan mengenai penentuan modal dasar PT yang 
didasarkan pada kesepakatan para pendiri. Keberlakuaan PP No.29 
Tahun 2016 mempunyai dampak implikasi yang positif maupun negatif. 
Implikasi positif dengan dikeluarkannya peraturan itu akan memberikan 
kesempatan dan kemudahan bagi para pengusaha pemula dan mendorong 
iklim investasi yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan 
ekonomi nasional. Implikasi negatif dalam peraturan itu berakibat tidak 
dapat memberikan kepastian hukum terhadap besaran batas minimal 






dampak kerugian bagi PT dikemudikan hari. Modal dasar PT yang sangat 
rendah berdampak implikasi negatif secara internal maupun eksternal 
yaitu dengan melihat akibat-akibat yang ditimbulkan setelah PT itu 
berdiri, dan mengenai aspek pihak ketiga terhadap PT tersebut serta 
adanya potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu. 
 
2. Pembaruan hukum terhadap pengaturan modal dasar dalam pendirian PT 
yaitu setelah dikeluarkannya PP No. 7 tahun 2016 yang digantikan oleh 
PP No. 29 tahun 2016 perlu adanya pembaruan hukum yaitu perubahan 
Ius Constitutum menjadi Ius Constituendum. Pembaruan hukum tersebut 
dimaksudkan agar dapat mampu mewujudkan peraturan secara ideal dan 
proporsional agar dapat memberikan tujuan kepastian hukum. PP No. 29 
tahun 2016 agar dapat memberikan kepastian hukum haruslah ditetapkan 
besaran nilai minimal secara rinci dan jelas mengenai modal dasar suatu 
PT. Pembaruan hukumnya yang dapat dilakukan yaitu dengan 
menerapkan kembali substansi dari PP No. 7 tahun 2016. Substansi yang 
diterapkan untuk memberikan kepastian hukum adalah pemberlakuan 
modal dasar dalam pendirian PT untuk seluruh kegiatan usaha adalah 
paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian agar 
tetap dapat mewujudkan tujuan yang lain yaitu terhadap peraturan 
tersebut dapat diterapkan dalam hal salah satu atau seluruh pihak pendiri 
PT memiliki kekayaan bersih sesuai dengan kriteria UMKM, modal 






dituangkan dalam akta pendirian PT. Pembaruan hukum tersebut agar 
dapat dijalankan sebagaimana mestinya dapat dilakukan dengan cara 
yaitu mensyaratkan dalam hal PT ingin didirikan berdasarkan 
kesekapatan dengan memenuhi salah satu atau seluruh pihak pendiri PT 
memiliki kekayaan bersih sesuai dengan kriteria UMKM adalah dengan 
menunjukan bukti kekayaan bersih sesuai dengan kriteria UMKM 
terhadap salah satu atau seluruh pihak pendiri PT untuk dituangkan atau 
dilekatkan didalam akta pendirian PT. 
 
B. Saran 
1. Pemerintah untuk dapat melakukan pembaruan hukum terhadap 
Peraturan Pemerintah yang telah ditetapkan dapat melakukan kebijakan 
dengan mencabut Peraturan Pemerintah yang terdahulu yaitu PP No. 29 
tahun 2016 yang sebelumnya menggantikan PP No.7 tahun 2016 dan 
menggantikannya dengan Peraturan Pemerintah yang baru. 
2. Apabila dalam memulai usaha ingin mendirikan PT tetapi hanya 
memiliki kemampuan modal yang rendah dengan kriteria memiliki 
kekayaan bersih sesuai dengan kriteria UMKM, maka untuk menghindari 
potensi serta dampak yang akan terjadi bagi PT dikemudikan hari yang 
didirikan dengan modal dasar yang sangat rendah adalah dengan 
menggandeng para calon pendiri PT yang lain untuk mendirikan PT 
dengan tujuan agar PT yang didirikan memiliki kemampuan modal yang 
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